; ] aksanakan rangkaran demi angka;an agenda ol _k_}}féng subm' 1'-:' : '
cerdas ‘dan PFGQTESff Tak satu pun konirak Poﬂ'fffk !amnya Sejak proklamasr kemerdekaan k:fa-;' i
‘-hmgga k.rm 'yang b:sa dfseja_rarkan dengan Pancas:la o oF T RN '

A. Pe ndahuauan

Tdak ada keraguan sed:kitpun menempatkanﬂ
Pancasda sebagal dasar negara Dalam posisi

sepertl itl; Pancasila‘harus duadikan sebagai
paradigma {(kerangka berﬁktr sumber milai, dan

ofientasi arah) - daiam pembangunan hukum,
termasuk ‘semua upaya ke arah pembaruannya 4
Sebagai dasar negara yang oleh para pendiri:

negara d!tempalkan sebagai filosophische

grondsiag, Pancasila memang berkonotas: yundis.
dalam pemaknaan berbagal peraturan perundang-_

undangan yang, tersusun secara hierarkis dan
bersumber dannya s Daiam pengertian tersebut

meru;uk pendapat yang d:kemukakan Kuntowuoyo

Yudi Latif berpanciangan Pancasﬂa harus men;ad;:
petun;uk baga;marza negara ini d:tatakelola dengan_i

berzar 6

-Guna- meiangkah ke arah penatakeiolaan'
negara secara benar itu, Kuntowijoyo menawarkan’

proses “radikalisasi Pancasila”. Radikalisasi yang
dimaksudkannya ialah: (1) mengembalikan
Fancasila sebagai ideologi negara, (2)

mengembangkan: Pancasila sebagai-ideologi.
menjadi Pancasila'sebagaiilmu, (3) mengusahakan:
Pancasila menjadi.konsistensi dengan produk:
perundang- undangan ‘koherensi antar-sila, dan-

korespondensi denganrealitas sosial, {4yPancasila

yang:semula:hanya melayani kepentingan vertikal
(negara) menjadi Pancasila:yang melayani
kepentingan horizontal,:dan (5} menjadikan

Pancasifassebagai.=kritik kebijakan negara.”

*Sulit dibantah, pandangan yang dikemukakan |
Kuntowqoyo merupakan kritik atas’ Iangkah_

penerapan n;lal nilai Pancasila di bawah kekuasaan

Orde Bai’u yang begltu hegemonik Sebagalmana_'

dikemukakan David Bourch:er dalam buku
“Lmeages of Orgamc;s; Pohffcal Thoughz‘ in

Indonesia’, Pancasila dalam negara Orde Baru_

telah dlkembangkan menurut formula orgams;sme

yang dalam literatur fi Isafat’ po.itlk temyaia dapat
ditemukan jejaknya dalam banyak argumen kaum

komunitanan dengan implikasi praktik politiknya
yang perfeksionis. Ujung dari itu semua,
sebagaimana dikemukakan oleh Taufik Abdullah
{2003) adalah “homogenization of all values.™

1 Disampaikan datam Sarasehan Nasional 20114 lmpiementam Nllal nilai Pancasita dalam Menegakkan Kcnsi;tussanahtas Indonesia”, diadakan
-atas Kerja Sama Mahkamah Konhstitusi dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakaria, 2-3 Mai 2011, N

2 Guru Besar Hukum Tata Negaara Direkwr Pusat Studt Konstltusn (PUSaKO) dan Ketua Program Do.\tora! (83} Fakulias Hukum Unl\!@rsx- )
tas Andalas, Padang.

3 Mochtar Pabomnggl 2008, Mengapa Tetap Pancasila, Majalah Tempo, Bdisi 17/0044/19-25 Juni.

4 poh. Mahfud MD, 20?0 Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstffust Rajawali Pers, Jakaria, him. 51.

5 Ibid.” '

6 Yudi Latif, 2011, Megara Faripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia, Jakarta, him, 47.

7 lbid., him, 48,

8

Agus Wahyudi, 2007, Catatan Pengantar, dalam David Bouschier, Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Qrganis (integralistik),
terjemnahan Agus Wahyudi, Pusat Studi Pancasila (PSP) UGHM, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara {PSSAT) UGM, dan Perhimpunan
Pendidikan Demolrasi (P2D) Jakarts, him. x.

= .:{M‘ochtar Pabotimgr).z o




Salah. saty hmnﬂik nyata. m@a@emhabﬁamyawdexgmm@ﬂ” vang.-dapat-dimaknai. ﬂ@iamw@@aw e
sebaga: ldeologz negara dalam makna vang
sesungguhnya, Pancasila harusnya mampu
menjadi dan dztempatkan sebagai keudah penuntun

hukum (rechisidee) karena. kedudukannya sebagal
pokok kaidah =~ fundamental ' negara

Pancasila.®

Pertanyaan' mendasar vyang dapat
dikemukakan::bagaimana menempatkan (baca:

penguatan ‘dan: pengawalan) Pancasila dalam

proses: legislasi? ‘Pertanyaan tersebut begitu
penting ‘karena proses legislasi akan berujung
lahirnya $ebuah undang-undang. Dalam ‘sistem
legislasi yang dianut, undang-undang merupakan
produk -hukum yang dibuat guna menjalankan
Undang-Undang - Dasar - (UUD)
Bagaimanapun, tanpa pengawalan dan penguatan
Pancasila dalam proses. legislasi, sangat mungkin
akan had;r produk undang undang yang
bertentangan dengan Pancasﬂa Selain iiu, palmg
tidak, pertanyaan tersebut pentmg untuk men;awab
ianiangan Mochtar Pabottlngz yang dikutip di awal
tulisan i ini bahwa Pancasila sebagai kesatuan. vang

utuh ia. menantang manusia-marnusia Indonesia
kini dan nanti untuk terus menyusun dan_

melaksanakan rangkalan demi rangka;an agenda
politik yang subtil, cerdas, dan ps‘ogres;f_

B. Proses Legislasi™

Kata “legislasi” berasal dan Bahasa Inggris

1945,

pengertian, yaitu: (1) perundang-undangan dan {2)
pembuatan undang-undang. Sementara itu kata
“legisiation” berasal dari kata ketja o legislate”
yang ‘berarti-mengatu “atau. membuat.undang-

- __'_'-‘:undang“ Dalam Kamu's Besar Bahasa Indonesia
enyatakan bahwa Pa casala merupakan mta

KBEBhH, kata legusfam ‘berarti pembuatan undang-
undang.’? Dengan demikian fungsi legislasi adaiah

: _ - Aungsi. membuat undang undang
'__(sfaatsfunda_menfalnorm) yang. mempunyalw

'Sebagal sebuah“fungsa untuk membéhtué{

undang undang,; legisiasi merupakan sebuah

hukum nasuon'a . Kafénanya sema: produk hukum .-"}j_'proses (legislation-as a process).” Karena itu,

d;tuuukan untuk mencapaz ide-ide yang dtkandung '

Woodrow Wilson dalam_ bukunya “Conggressional
Government” mengatakan bahwa legisfation is an
aggregate, not a simple production.™ Berhubungan
dengan hal itu, Jeremy Bentham dan John Austin
mengatakan bahwa legislasi sebagal "any form of
faw-making’."® Dengan demikian, bentuk peraturan
yvang ditetapkan- oleh lembaga _iegisiatif-uhtuk
maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan.
pengertian “enacted law?’, “staiute”, atay undang-
undang ‘dalam arti luas.’® Dalam pengeriian itu,

fungsi legislasi merupakan fungsi - da!am_

pembentukan undang-undang.

Sementara itu, Jimly Asshiddigie dalam
bukunya “Pengantar limu Hukum Tata Negara”
menyatakan bahwa fungs; iegisiaSi menyangkut
empat bentuk kegmtan ya;tu pertama, prakarsa_
pembuatan undang undang {legistative mltfaiion)
kedua, pembahasan rancangan undang- undang
(Iawmakmg process) ketiga, persetu;uan atas_
pengesahan rancangan undang-undang (/aw
enactment approval); dan empat, pemberian
persetujuan pengikatan atau ratifikasi. atas
perjanjian atau persetujuan international .dan
dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya
(binding decision making on international law

8. Dikutip dalam Moh. Mahfud 3D, 2011, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudian Cita Hukum Masional, Makalah diseampaikan
dalam Leciure Series 60 Tahun Fakulias Hukum Universitas Andalas, Padang him. 8.

10 Bagian ini disarikan dari Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legisiasi: Menguatnya WModel Legisiasi Parfemenier Dalam S!stem

Fresidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakaria.

11 Joon M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, Kamus Inggris-indonesia, Cetakan ke-XXIV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him: 353‘
12 Anton M. Moeliono, 1988, Kamus Besar Bahasa fndonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R, Jakarta, him. 508.

13 S.A. Walkland, 1988, The Legisiative Provess in Great Britain, Frederick A. Praeger Publisher, New York-Washingion, him. 10.
Pembeniukan undang-undang sebagai sebuah proses juga kemukakan oleh Rosiji Ranggawidjaja, 2006, Menvoal Perundang-Undangan

Indonesia, PT. Perca, Jakarta, him. 8.
14 SA. Walldand, ibid., him 21.

15 Dalam Jimly Asshiddigie, 2008, Perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Repubiik |ndoneS|a

Jakarta, him. 31-32.

16 Ibid.




praka;‘sa penga;u’an'rancahgén:'undang undang,
Juga dzmasukkan tahap pers:apan sebagal keglatan

C Penguatan dan Pengawalan Pancasala

Darl kehma tahapan tersebut; da[am proses
ieglsia3| penguatan ‘dan’ pengawa]an Pancasila
terbuka kemungkman dllakukan pada tiga tahapan
atau rangkaian kegzatan yaitu (1) persiapan dan
prakarsa pengajuan rancangan undang—undang (2)
pembahasan rancangan undaﬂg undang, dan’ (3)
persetujuan rancangan “undang- undang
Sementara itu; tahapan pengesahan dan tahapan
pengundangan tidak mungkin Ia_gl_dliakukan upaya
penguatandan pengawalan Pancasila. Alasannya,
pada kedua tahapan tersebut tidak lagi terdapat
ruang untuk melakukan pertibahan substansi
rancangan undang-lndang karena sudah dilakukan
persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden.

Pertama ‘tahap perssapan untuk menga;ukan
rancangan undang undang Tahap ini dapat
dikatakan sebagat fase -awal-penguatan dan
pengawalara Pancasila. Dalam hal ini, Pasal 16 uu
No. 10/2004 menglsyaraikan bahwa perencanaan
 penyusunan undang- undang ditakukan ‘dalam
suatt ‘Program Legislasi Nasional. ‘Selanjuinya
dalam Pasal 16 UU No. 10/2004 dinyatakan: -

Meskipun yang secara eksplisit disebut dalam
ketentuan tersebut terkait dengan Program
Legislasi~Nasional, namun"untuk maksud
penguatan‘dan pengawaian Paricasila’ yang paling
penting dalam’ tahapan pertama iniadalah iangkah
untuk mengoptimalisasi adanya Naskah Akademik
sebuah rancangan undang-undang:-Dalam
hubungan dengan.asas-asas pembentukan
peraturan . perundang-undangan.yang baik
(“algemene . beginselen :wan - behoorlijke
regelgeving’), Khususnya asas fujuan yang jelas
(*het beginselvan duidelijke doelstelling”) dan asas
perlunya ‘pengaturan (“het noodzakelijkheids
beginsel”); serta asas-dapat -dilaksanakan (*het
beginsel van-uitvoerbaarheéid?), dapat dikatakan
bahwa penyusunan Naskah Akademik rancangan
undang-undang merupakan salah.satu beniuk
perwujudan-asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik.®®: . .

Di samping itu, keberadaan Naskah Akademik

juga merupakan penerapan dari asas kesesuaian

antara jenis dan materi muatan’ dalam
pembentukan undang-undang, karena harus benar-
benar memperhatikan materi muatan vang tepat

17 Jimly Asshiddigie, 2006, Pengantar limu Himu Hokum Tata Megara, Jilid |, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indone-

sia, Jakaria, him. 34.

18 Yuliandd, 2008, Asas-asas pembeniukan Peraturan Pemndang«-undangan Yang Baik, Rajawali Pers, Jakaria, him. 168

18 Pasai 5 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2804,




_yang akan diatur, dengan- undang-undang yang

.- penganutliberalism;, tetapi secara ideologis

akan:dibeniuk. Selan;utnya MNaskah-Akademik juga
harus menggambarkan asas: dapat dilaksanakan.?
Berdasarkan Peraturan Preszden MNomor.68 Tahun
2605, Naskah. Aa{ademlk sekurang kurangnya
memuat. dasar fi Iosofls sosnoiogls yuridis, serta
pokok dan iangkup mat J_yang akan diatur: Dengan
adanya fuang. untuk-"memberikan perhatian
terhaciap dasar fllosof' s, Naskah*Akademlk tidak

secara_‘ Iengkap ketersambungan (nltal naiai)
Panc stansi naskah/draf rancangan
undangéundang yang tengah d;persmpkan dengan
menempatkan kaidah penuntun yang tldak terlepas
darz nzfal nslal Pancaszla

Lebsh ;auh terkait dengan kazdah penuntun
pemb_entu_k__a_n_ peraturan perundang-undangan
tersebut, Moh. Mahfud MD mengemukakan empat
cita hukum (rechisidee) yang:harus dijadikan dasar
dan-tujuan: pembentukan peraturan perundang-
undangan.?’. - - Y s A

(1) Kebijakan umum dan politik hukum harus
“tetap menjaga integrasi ‘atau keutuhan
““bangsa balk secara ideologi:maupun
“‘gecara teritori.- Setiap” hukum atau
. ’kebijakan apapun di. Indonesia tidak boleh
~-menyebabkan -atau . berpotensi
- menyebabkan terancamnya keuiuhan kita
.. sebagai bangsa.baik ideclogis maupun
- wilayah teritorisnya.

- {2) kebijakan umum dan politik hukum
harusiah "didasarkan pada upaya
membangun demokrasi {kedaulatan
rakyat) dan nomokraS| (Negara hukum)

sekahgus

kebt;as{an umum dan poimk hukum
haruslah . didasarkan pada upaya
membangun keadilan scsial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Indonesia hukanlah

menganut prismatika antara individuaiisme
dan kolektivisme dengan fitik berat pada
; -.._kesejahteraan umum dan keadllan Sos;ai

“74) kebijakan umum dan’ polmk hu kum
""" haruslah didasarkan pada prinsip toleransi
- beragama vang berkéadaban. Indonesia

“77bukan negara agama sehingga tidak boleh
+ +‘melahirkan ‘kebijakan>atau politik: hukum
S yang berdasar atau didominasi oleh: saiu
1 agama: tertentu atas nama apapun;: tetapi_
oicindonesia juga: bukan negara sekuler-yang
.- hampa agama- seh:ngga setiap. kebs;akan
it atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh
...~ ajaran berbagai agama-agama. yang

. beriujuan mulia bagi kemanuszaan :

Karenanya sebaga;mana dlkemukakan oieh
Jimly Asshiddigie, seharusnya setiap norma hukum
yang hendak dituangkan dalam bentuk rancangan
undang-undang, benar-benar telah disusun
berdasarkan pemikiran yang matang dan
perenungan yang memang mendalam, sernata-
mata untuk kepentingan umum ("public interest’),
bukan kepentingan pribadi atau golongan. Untuk
itu, bila sebuah Naskah Akademik tidak
mencantumkan konkretisasi penguatan, atau
pengawa[an Pancasila maka usul rancangan
undang-undang. hal tersebut tidak ditindak-lanjuti
oleh DPR atau Presiden (pemerintah). Dengan cara
itu, Naskah Akademik dapat dioptimalkan sesuai
dengan tujuan penyusunannya sebagai acuan guna
merumuskan. pokek-pokok .pikiran yang a_ka_n
menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan
rancangan peraiuran perundang-undangan. .

Kedua, tahap pembahasan bersama antara
DPR dan pemerintah. Setelah sebuah rancangan
undang-undang disampaikan ke DPR, maka
rencangan tersebut akan masuk pada tahap
pembahasan. Dalam tahap ini, segala kermungkinan
dapat terjadi. Setidaknya terdapat tiga kemungkinan
yang akan terjadi dalam tahapan inl, vaifu; (D
usulan yang disampaikan akan mengalami
perubahan atau perbaikan, (2) rancangan yang
diusulkan tidak akan mengalami perubahan atau

20 Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004.

21 Mah. Mahfud MD, 2008, Pancasila Sebagal Hasil Karya dan Milik Bersama, dalam Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam
Berbagai Perspektif, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakaria, him. 31- 33.




bersama; rancangan undang-undang tersebut akan

ditolak seh:ngga tidak :bisa: dia;ukan Iag: dakam_

pers;dangan DPR masaitu,

Dengan adanya tlga kemungklnan yang dapatj _
terjadl daEam tahap pembaha_san bersama tersebut,
n dan pe gawalan Pancasila dapat
duadakan_ sebagai salah satu cara untuk melakukan'

quali y-t:om‘rol ierhadap substansi- rancangan

-un_dang—undang yang. tengah dibahas: Dengan
meietakkan Pancasila’ sebagal quailfy-controf fase
' -mungkin.

pembahasan ‘bersama.:- sangat:
dikendalikan seh:ngga sega!a macam kepentingan
yang terjadi selama pembahasan tidak mengingkari

Pancasila. ‘Bagaimanapun,. sekiranya ierjadi
pengmgkaran terhadap-Pancasila, .maka jelas

bartentangan dengan visi berbangsa.yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap
bangsa Indonesia.dan seluruh tumpah darah Indo-

nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikuf

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaaan abadl dan keadlian
SOSIal ' :

Sesual dengan v131 bangsa tersebut proses

pembahasan harus mampu dikendalikan sehlngga
tidak menjauh dari visi bangsa.. Bila langkah
tersebut fidak menjada perhatlan serius, proses
Iegisias; yang sering dituding mengaiaml mati-rasa
juga akan terjadi pula terhadap visi bangsa. Dengan
begatu penguatan dan pengawalan terhadap
Pancasﬂa dalam proses. pembahasan rancangan
undang Uﬁdang sekaligus menjadi cara strategis

untuk mempertahankan tujuan pembentukan indo-

nesia sebagaimana termakiub dalam Pembukaan
UUD 1945. Melihat kecenderungan yang ada,
semakin dominan kepentingan sesaat (seperti
politik dan ekonomi) potensi menjauh dari visi
kebangsaan juga semakin terasa. Karenanya,

segala kemungkinan dapat saja terjadi dalam - undang.-

tahapan pembahasan rancangan undang-undang
tidak boleh melenceng dari visi kebangsaan
tersebut

Ketliga, tahapan persefujuan bersama Dalam
sistem legistasi yang dianut, Pasal 20 Ayat (2) dan

..pemm;dam@);béja;ﬁdak;i_sﬁdagat.;kggapaégagammjmz&,éyaﬂ%1J;Li@m_ Qﬁmpmgaamb&m posisi

DPR ‘dan “Presiden 'sama:‘kuatnya . dalam
persetu;uan rancangan undang- undang Dengan
posisi seperti itu, harusnya Presiden dan DPR dapat
menggunakan: posisi‘itussebagai “senjata”
mengawal dari penguatan Pancasila-Artinya, bila
hasil pembahasan bersama mengancam Pancasila
Presiden atau DPR:harus menggunakannya
sebagaz aiasan uniuk: menoiak mengesahkan_
rancangan undang undang menjadi undang—-

: menyetUJu; rancangan undang undang mempunyan S

dasar ﬂlosof s yang sangai kuat

D Pengawalan me!a&ux §nstrumen Judsc:ai
Rewew e el seelsie et g : o

Uni‘uk menghmdan kemungk:nan adanya
undang undang vang merug!kan kepentmgan
masyarakat proses pembentukan undang undang
ditata sedemrklan rupa sehmgga semua proses
ber&angsung dalam kerangka checks and ba!ances
Misainya, agar tidak dlmonopoh oleh satu kamar
Eembaga Ieg!slatlf Juga mengenai adanya kamar
kedua. Tidak cukup dengan checks and balances
internal lembagalegistatif, eksekutif juga diberi
ruang uniuk mengajukan keberatan atas rancangan
undang-undang yang -disetujui lambaga legislatif..
Namun . semua -proses - itu -belum cukup.
menghilangkan kecurigaan munculnya. undang-
undang yang oppresive atau despotic.?? Jeremy.,
Waldron dalam The Dignity of Legisiation, misainya,
mengungkapkan kekhawatiran, that legislation and
legisiatures have a bad name in legal and political.
philosopy, a name sufficiently disreputable to cast
doubt on their credentials-as respectable source of
law.? Tidak hanya kecurigaan terhadap hal tersebut
tetapi juga Kemungkinan adanya undang-undang
yang berientangan dengan konstitusi termasuk’
nilai-nilai ilosofis dalam konstitusi. Untuk itu, muncul
konsep uniuk meniiaj kcﬂstitusaonahtas undang-

Dalam hal ini, Hans Kelsen menegaskan bahwa
lembaga peradilan berwenang membatalkan suatu.
undang-undang aiau menyatakan suatu undang-
undang tidak mengikat secara hukum. Dalam

22 John Agreste, 1984, The Supreme Court and Constitutional Democracy, Cornal Univesity Press, lthaca & London, him. 31.
23 Jeremy Waldron, 1980, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, him. 1.




_...meniaglankan fungsi.ini;.pemegang. kekuasaan. .

kehakiman bertindak sebagai negative legislator.®
Gagasan itulah.yang kemudian meletakkan
keniscayaan akan adanya kekuasaan khusus untuk
mengontrol. hasil legislasi-yang. dikeluarkan
pembentuk-undang-undang. Perkembangan ebih
lanjut;-gagasan ini-dibaca Bojan-Bugaric sebagai
upaya Hans Kelsen untuk memunculkan legislatif
positif: (pos;flve legisiaiure) yang diperankan-oleh
parlemen, sedangkan model legislatif negatif (nega-
tive legislature) diperankan Mahkamah Konstiiusi.25
Dengan:model: ini berarii Mahkamah Konstltusz
menjadi bagtan yang dapat mempengaruht proses
legislasi di lembaga legislatif. Terkait dengan hal
itl, ‘/Anna Rotman meneguhkan pandarigan Hans
Kelsen karena its decisions had the power “fo make
a statute disappear from the legal order™ Masih
tetap meru;uk pendapat Hans Kelsen H.M. Laica
Marzuki menegaskan tatkala constftufionaf cour‘
adalah negat:ve Ieg:slaior maka pariemen yang
memproduk undang undang dmamakan positive
Iegfslator Dalam pengert:an itu, tambah Laica
Marzuki, tidak hanya periemen yang memiliki
Ieg:slatfve funcz‘ron tetap; juga const:tuflonal court 4

* ‘Berbeda dengan Hans Kelsen, Johin Farejohn

dan Pasquale Pasquino menyatakan, when a

constitiisional court strike down a statuté, it is not
only legislating in negative sense of abolishing a
law but, insofar as it must reconstruct the legal
situation before the statute, legislating positively as

well?® Pendapat Farejohn dan Pasquino pada

hakikainya menegaskan bahwa dalam proses
pembentukan undang-undang, mahkamah
konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai negative
fegisiator tetapi juga sebagai positive legisiaior.

Menjeiaskan signifikansi judicia! power dalam
proses legislasi, Vicky C. Jackson dan Mark

Tushnet dalam Comparative .Constitutional-Law.t

mengatakan, ketika hakim konstitusi (constitutional
Jjudges) melakukan ‘review terhadap hasil proses
legistasi, proses pengambilan keputusannya lebih
dekat ke proses pengambilan kepuiusan lembaga
Iegnslat;f 2 Bahkan, begnu pentlngnya peran
judlmal review da?am proses legislasi, Vtcky C'.:_
Jackson dan Mark Tushnet menyebut jUdlClaf
rev;ew sebagat kamar ketiga dalam proses. iegis]

“Dengan’ demikian; secara Keseluruhan konsep
judtc;al reviewmemiliki keterkaitan yang sangaterat
dengan mekanisme legislasi. Secara teoretik;
konsep itu dapat dianggap ‘sebagai pengganti
kebutuhan kamar-lain di lembaga legislatif:
Keberadaannya amat jelas, sebagai pengimbang
produk legislasi baik ‘setelah disetujui lembaga
legislatif maupun setelah disahkan menjadi undang-
undang. Di samping itu, judicial review merupakan
jaminan bagi rakyat atas hasil legislasi yang
menyimpang dari aspirasi fundamental rakyat?¢
Karena itu, judicial review merupakan alat kant;’oi
eksternal dalam proses Ieglsiasa S

Kontrol daiam beniuk Judicial review meﬂ;adl
sebuah keniscayaan terutama jika kekuatan
mayoritas di iembaga legislatif merupaka“a
pendukung presiden. Artlnya judicial review dapat
dikatakan sebagai sarana untuk melakukan
purifikasi undang-undang yang dihasilkan !embaga
legislatif. Inilah yang oleh Hans Kelsen, recogmzed
the need for an institution with power to control or
regulate legislation.” lde dasarnya adalah'
memurnikan hasil legislasi yang dikeluarkan oleh
lembaga legislatif yang bertentangan dengan
konstitusi. Tanpa kontrol dari lembaga yudikatif,
dengan kuainya kepentingan politik di lembaga

legislatif, sangat terbuka kemungkinan undang-

undang merugikan masyarakat.

24 Hans Kelsen, 1973, General Theory of Law and State, Russe! & Russel, New Yaork, him. 268.

25 Bojan Bugaric, 2001, Courts as Policy-Makers: Lessons from Trar:s:f;on, dalam 42" Harvard International Law Jaurnals 256.

26 Anna Rotman, 2004, Berin's Constitutional Court ; An institutional Mode! for Guarantesing Human Righis, dalam Harvard Human
Rights Journals, Violume 17, Spring 2004, halaman 288, Lihat juga: Susiavo Fermandes de Andrade, 2001, Comparative Constijutional
Law. Judicigl Review, dalam 3 U Pa. Journal Constitutional Law. 977, him. 983,

27 H.M. Laica Marzuld, 2007, Membangun Undang-Undang Yang ldeal, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 2, Juni, Direkiorat
Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Mukum dan HAM RI, Jakaria, him. 6,

26 John Farejohn & Pasquale Pasquino, 2008, Rufe of Democracy and Rufe of Law, dalam Jose Maria Maraval dan Adam Przeworski
{edits.}, Democracy and the Rufe of Law, Cambridge University Press, him. 251,

29 Vicki C. Jackson, & Mark Tushnet 1999, Comparative Constitutional Law, Foundation Press, New York,-hlm. 708,

30 Tom Ginsburg 2003, Judicial Reviaw in New Democracies: Consiitutional Couris in Asian Cases, Cambridge University Press, him. 2.

31 John £, Ferejohn, 2002-2803, Constitutional Review in the Global Context, dalam 6% New York University Journals, Legis. & Pub. Pol'y 48,

52,




Setelah perubahan UUD 1945, Mahkamah -

E Penutun

Konstitusi (MK) yang berwenang untuk melakukan -

judlmal review secara Iangsung telah ikut

mem'"‘engaruh: fungsu Eegasias; dan polmk di Indo-
"__f_dang undang___}- i -
yang - bertentangan -dengan norma: dasar’

nesia, telah-melakukan parifikas

(konstifusi). Pada saat yang sama, MK telah

men;ad; pengontrol bagi kekuasaan Ieg!slatlf dalami:o
hal kemungkinan adanya kekeilman baik’ formaf:.~_'--
maupun subtansil dalam. proses JegusiaSt Selaln iy,

teiah_mentmbuikan prins:p prudential (kehatl-hatlan) ::.'Iebzh banyak a:maksu dkaﬁ thuk :

___;=_'3|nkromsa51 {vertikal maupun horlzontai) dengan 4

- pembentuk. undang undang
. memb'ahas ‘sebuah” rancangan undang -undang.
Dalam banyak’ kesempatan khususnya dalam

pembahasan rancangan: undang- undang’._._
kehadiran judicial-réview menjadi faktor: yang:

berpengaruh yang menjadikan pembentuk undang-

undang-lebih:berhati-hati dalam merumuskan.

substansi undang-undang.®

Namun sejauh ini, belum ada upaya konkret’
menjadikan Pancasila sebagai baiu. uji dalam -

Langkah konkret ke arah itu menjadl sebuah'

keniscayaan karena sila-sila dalam Pancasila

berasal dari Alinea ke-lV Pembukaan UUD 1945 "

yang menaungi pasal-pasal daiam UUD 1945.

Dengan posisi itu, sebagai bagiandari strukturUuD -

1945, makna dan sila-sila Pancasila harusnya
menjadi salah satu batu uji dalam melakukan judi-
cial review. Bila cara demikian dilakukan, para
pembentuk undang-undang akan selalu
memperhitungkan kemungkman hadlmya suatu
undang-undang yang bertentangan dengan sila-sila
Pancasila.

dan. pengawalan ssla—sﬁa Pancas;la dalam proses

Berdasarkan penguraian di atas, penguatan

C tahapttahap : persiapan
5 dan persetuguan sebuah rancangan

elakukan

peraturan. perundang-undangan. yang: ada; maka

:-dengan.maksud mengawal dan menguatkan
.Pancasila. sebagai dasar negara Naskah Akadem:k

harusnya memperhaﬂkan puta ketersammungan
dengan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, dalam
proses pembahasan bersama antara pemerm‘iah
dan DPR, sila-sila Pancasila duad:kan sebagai

“strategi ‘untuk ‘melakukan kontrol (quality controf)

terhadap substansi sebuah .undang-undang. .-

~ - Selain proses legislasi; mekanisme judicial re-
view potensial digunakan menjadi salah satu cara
uniuk: mengawal. sila-sila Pancasila yang
kemungkinan terdistorsi (karena berbagai
kepentingan) dalam proses legislasi. Sejauh ini,
menjadikan Pancasila sebagai batu uji mem!a;
konstitusionalitas sebuah undang undang ‘belum

‘menjadi p:lrhan Padahal, sila-sila merupakan

bagian dari UUD 1945. Dengan menjadi bagian dari

WUUD 1945, sila-sila -Pancasila dapat dijadikan
--sebagai batu uji untuk-menilai konst;tus:orzaiitas

sebuah undang undang.
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